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ABSTRAK 
SARI ANDRIANI. NPM: 1505170019. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, 
Pelayanan Perpajakan dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap 
Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Tebing Tinggi 
 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, 
pelayanan perpajakan, dan pengetahuan wajib pajak terhadap penerimaan pajak 
pada KPP Pratama Tebing Tinggi. Untuk menghindari kesalah pahaman dalam 
memahami pembahasan dalam penelitian ini maka penulis membatasi masalah 
penelitian pada wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Tebing Tinggi. 
Penelitian ini menggunakan desain penelitian asosiatif. Sampel dalam penelitian 
ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan Surat Pemberitahuan 
Tahunan pada Maret 2017. Adanya keterbatasan waktu dan tempat riset yang 
berada diluar kota, maka dalam penelitian ini jumlah sampel penelitian hanya 50 
orang saja, penelitian ini menggunakan teknik analisis linier berganda dengan 
menggunakan SPSS versi 19 yaitu metode uji t dan uji f ada pun hasil penelitian 
adalah terdapat pengaruh antara kesadaran wajib pajak  terhadap penerimaan 
pajak pada KKP Pratama Tebing Tinggi, terdapat pengaruh yang signifikan 
antara pelayanan perpajakan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama 
Tebing Tinggi, terdapat pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap penerimaan 
pajak pada KPP Pratama Tebing Tinggi.  
 
 
Kata kunci : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan dan 
Pengetahuan Wajib Pajak, serta penerimaan pajak. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 Ditinjau dari sejarahnya, masalah pajak ini sudah ada sejak zaman dahulu 
kala walaupun pada saat itu belum dinamakan “pajak”, namun masih merupakan 
pemberian yang bersifat sukarela dari rakyat kepada raja. Perkembangan 
selanjutnya pemberian itu berubah menjadi “upeti” yang pemberiannya 
dipaksakan dalam arti pemberian itu bersifat “wajib” dan ditetapkan secara 
sepihak oleh negara dengan kata lain “pajak” yang semula merupakan 
pemberian berubah menjadi pungutan, hal ini wajar karena kebutuhan negara 
akan dana semakin besar dalam rangka untuk memelihara kepentingan negara 
yaitu untuk mempertahankan negara dan melindungi rakyatnya dari serangan 
musuh maupun untuk melaksanakan pembangunan. Dengan demikian sejarah 
pemungutan pajak mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan 
masyarakat dan negara baik dibidang ekonomi, sosial dan kenegaraan. Dalam 
perkembangannya pelaksanaan pembayaran pajak harus didasari oleh dasar 
kesadaran diri wajib pajak, dengan tingkat kesadaran diri yang baik akan 
mewujudkan  tingkat kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri.  
Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk 
memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus 
dan ikhlas. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan 
pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan 
kepatuhan. (Muliari dan Eri 2011). 
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Berdasarkan teoritis di atas dapat dipahami bahwa semakin tinggi tingkat 
kesadaran wajib pajak maka akan dapat mempengaruhi dan meningkatkan 
tingkat kepatuhan dalam membayar pajak. Kurangnya kesadaran wajib pajak 
dalam memenuhi kewajiban pajak disebabkan karena masyarakat belum 
menyadari adanya kewajiban warga negara untuk membayar pajak sesuai 
dengan Undang-Undang perpajakan di Indonesia. Selain itu mayarakat belum 
memiliki persepsi yang baik dan benar mengenai fungsi dan manfaat pajak. Hal 
tersebut menciptakan kondisi masyarakat untuk mencoba menghindari 
kewajiban membayar pajaknya. 
 Berdasarkan data observasi di lapangan menunjukkan bahwa terdapat 
beberapa permasalahan mengenai perpajakan harus dihadapi KPP Pratama 
Tebing Tinggi. Beberapa permasalahan yang dihadapai diantaranya adalah 
tingkat kesadaran wajib pajak orang pribadi yang menurun, rasio tingkat 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih rendah, terjadinya ketidaksesuaian 
antara jumlah pendapatan pajak yang seharusnya di terima dengan realisasinya, 
tingkat kesadaran wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajibannya 
dalam membayar pajak dinilai masih rendah. 
Selain dari perlunya kesadaran akan wajib pajak, juga tidak kalah 
pentingnya kegiatan pelayanan yang harus dipenuhi dan harus dilakukan dengan 
baik, sehingga dengan kegiatan pelayanan yang diberikan oleh pihak petugas 
pajak dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan penerimaan wajib 
pajak. 
Pelayanan perpajakan merupakan adminitrasi pajak dalam rangka 
memberikan pelayanan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak dapat 
memenuhi hak dan menjalankan kewajiban perpajakannya. Bentuk pelayanan 
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yang diberikan antara lain pelayanan pendaftaran diri, pengukuhan PKP, 
penyediaan formulir perpajakan dan pelayanan penerimaan laporan pajak.  
Di samping wajib pajak orang pribadi di atas, pelayanan perpajakan juga 
dinilai dapat mempengaruhi dari penerimaan wajib pajak, sebab pelayanan 
perpajakan mencakup penerimaan dari pajak itu sendiri, dengan pelayanan yang 
baik akan mendukung kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dari masyarakat, 
untuk itu pihak perpajakan yang dalam hal ini  KPP Pratama Tebing Tinggi 
diberikan wewenang dan tanggungjawab dalam pengelolaan perpajakan daerah. 
Peningkatan kualitas pelayanan menjadi salah satu upaya yang diharapkan 
mampu meningkatkan penerimaan negara di sektor pajak.  
Berdasarkan data observasi dilapangan dapat dipahami bahwa untuk 
meningkatkan penerimaan pajak kualitas pelayanan dan komunikasi  terhadap 
wajib pajak orang pribadi harus ditingkatkan oleh aparat pajak. Pelayanan dan 
sopan santun serta ramah, tanggap, cermat, cepat tidak mempersulit, baik dan 
selalu membantu serta komunikasi yang selalu memberikan komunikasi kepada 
pelanggan dengan komunikasi dengan bahasa yang baik, mudah dipahami dan 
selalu mendengarkan saran dan keluhan pelanggan akan memberikan 
kenyamanan bagi wajib pajak. 
Pengetahuan wajib pajak yaitu langkah pendewasaan pemikiran seorang 
wajib pajak melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Pancawati dan Nila, 2011). 
Melalui pendidikan formal dan non formal dalam meningkatkan pengetahuan 
wajib pajak, karena pengetahuan wajib pajak merupakan hal yang paling 
mendasar harus dimiliki wajib pajak. 
Berdasarkan teori di atas dapat dipahami bahwa di samping kesadaran 
wajib pajak dan pelayanan perpajakan, pengetahuan wajib pajak juga dinilai 
penting dalam meningkatkan dan berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada 
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KPP Pratama Tebing Tinggi. Berdasarkan data observasi di lapangan 
menunjukkan kurangnya sosialisasi perpajakan yang dinilai berdampak pada 
rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yang menyebabkan rendahnya 
kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak yang pada 
akhirnya menyebabkan rendahnya tingkat penerimaan pajak dan menyebabkan 
rendahnya keefektifan wajib pajak orang pribadi. 
Apabila kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan dan pengetahuan 
wajib pajak telah berjalan dengan baik maka diharapkan penerimaan pajak juga 
akan meningkat. Penerimaan pajak merupakan pemasukan negara yang paling 
utama sebagai dana yang digunakan sepenuhnya untuk pembangunan dan 
peningkatan taraf hidup masyarakat. Adapun penerimaan pajak berdasarkan data 
dari KPP Pratama Tebing Tinggi ditemukan fenomena belum sesuai dengan 
ketentuan pencapaian penerimaan pajak yaitu sebesar 100% ternyata tidak 
mencapai 100%. Untuk jelasnya berikut disajikan data pencapaian penerimaan 
pajak dari tahun 2013 sampai tahun 2017. 
Tabel 1.1.  
Data Pencapaian Penerimaan Pajak KPP Pratama Tebing Tinggi  
Dari Tahun 2013 Sampai Tahun 2017 
 
Tahun 
Jumlah 
WPOP  
Terdaftar 
Jumlah 
WPOP 
Efektif 
Target  
Pajak 
Penerimaan  
Pajak 
Pencapaian 
Target 
2013 42.723 39.933 312.999.131.547 266.925.659.383 85,28 % 
2014 46.279 37.384 312.964.885.646 321.887.774.567 102,85 % 
2015 51.484 38.528 525.514.698.289 384.072.995.036 73,09 % 
2016 55.682 42.892 527.509.122.098 389.124.517.575 73,77 % 
2017 59.033 33.327 433.204.315.525 384.285.836.572 88,71 % 
Sumber :  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi, 2019. 
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 Berdasarkan data tersebut di atas, dapat dilihat bahwa dari tahun 2013 
sampai dengan tahun 2017 ternyata jumlah wajib pajak yang tidak efektif setiap 
tahunnya mengalami peningkatan sedangkan wajib pajak yang efektif 
mengalami  penurunan. Adapun pengertian wajib pajak yang efektif dalam 
penelitian ini adalah wajib pajak yang menyetor, melaporkan kewajiban 
perpajakan baik SPT Masa dan SPT Tahunan tepat waktu, benar dan lengkap. 
Terjadinya peningkatan terhadap jumlah wajib pajak yang tidak efektif 
menunjukkan bahwa kepatuhan pemenuhan kewajiban wajib pajak dari wajib 
pajak masih belum sesuai dengan yang diharapkan tentang kepatuhan untuk 
pembayaran pajak sebagai pemasukan kas Negara. 
 Satu hal yang bisa dicermati, bahwa tidak tercapainya penerimaan pajak 
akibat tidak optimalnya sosialisasi pajak yang dilakukan pihak KPP Pratama 
Tebing Tinggi selaku unsur pelaksana dalam bidang pengelolaan keuangan 
daerah, sehingga jumlah wajib pajak yang tidak efektif dalam pembayaran 
pajaknya semakin meningkat setiap tahun dari tahun 2013 sampai 2017 yang 
berdampak banyaknya tidak tercapainya target penerimaan pajak.  
 Hal ini dapat diketahui berdasarkan jumlah realisasi pajak yang masih 
belum tertagih dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dengan jumlah yang 
cukup besar. Kenyataan ini tidak dapat dipungkiri, bahwa keberhasilan 
pencapaian tujuan organisasi tidak terlepas dari penataan keseluruhan rangkaian 
sub sistem yang terdapat di dalam organisasi itu sendiri terdiri atas struktur dan 
pejabatnya, tujuan yang harus dicapai, proses yang merupakan rangkaian 
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kegiatan organisasi atas sumber-sumber yang dimanfaatkan untuk mencapai 
tujuan (Marihot P. Siagian, 2013, hal. 448). 
 Berdasarkan dari temuan di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang 
kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan dan pengetahuan wajib pajak dan 
pengaruhnya terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Tebing Tinggi dan 
menguraikan dalam tulisan yang berbentuk proposal dengan memilih judul 
“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan dan 
Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama 
Tebing Tinggi”. 
 
B. Identifikasi Masalah 
 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi masalah 
sebagai berikut: 
1. Tingkat kesadaran wajib pajak orang pribadi dinilai masih rendah, terjadinya 
penurunan pada penerimaan pajak sehingga tidak tercapainya target pajak 
dengan penerimaan pajak. 
2. Pelayanan perpajakan hanya sebatas pada pemberian maupun pengiriman 
surat himbauan dan peringatan kepada wajib pajak tanpa adanya tindakan 
langsung dengan cara mendatangi di lokasi wajib pajak orang pribadi.  
3. Kurangnya kegiatan pihak KPP Pratama Tebing Tinggi dalam melakukan 
sosialisasi kepada masyarakat, sehingga berdampak pada kurangnya 
pengetahuan masyarakat tentang wajib pajak.  
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C. Batasan Masalah  
 Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami pembahasan 
dalam penelitian ini maka penulis membatasi masalah penelitian pada wajib 
pajak orang pribadi pada KPP Pratama Tebing Tinggi. 
D. Rumusan Masalah 
Agar penelitian benar-benar berfokus maka perlu dibuat rumusan dari 
masalah dari permasalahan yang ada. Perumusan masalah ini merupakan hal 
yang paling penting dilakukan terlebih dahulu sebelum sampai pada tahap 
pembahasan lebih lanjut. Adapun masalah yang dikemukakan oleh penulis 
adalah: 
1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada 
KPP Pratama Tebing Tinggi? 
2. Apakah pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada 
KPP Pratama Tebing Tinggi? 
3. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak 
pada KPP Pratama Tebing Tinggi? 
4. Apakah kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan, pengetahuan wajib 
pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Tebing 
Tinggi? 
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E. Tujuan Dan Maanfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini adalah: 
a. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan 
pajak pada KPP Pratama Tebing Tinggi. 
b. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan perpajakan terhadap penerimaan 
pajak pada KPP Pratama Tebing Tinggi. 
c. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap 
penerimaan pajak pada KPP Pratama Tebing Tinggi. 
d. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan, 
pengetahuan wajib pajak terhadap penerimaan pajak terhadap KPP 
Pratama Tebing Tinggi. 
 
2.  Manfaat Penelitian 
a. Bagi peneliti. 
Bagi peneliti menambah pengetahuan pengaruh kesadaran wajib pajak, 
pelayanan perpajakan dan pengetahuan wajib pajak terhadap penerimaan 
pajak pada KPP Pratama Tebing Tinggi. 
b. Bagi pihak perusahaan. 
Bagi pihak perusahaan sebagai bahan masukan bagi pihak perusahaan 
yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam memecahkan masalah yang 
sedang dihadapi sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai secara 
optimal. 
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c. Bagi peneliti lain. 
Bagi peneliti lain dapat dijadikan sebagai dasar perbandingan bagi 
peneliti lain yang meneliti masalah yang sama. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Uraian Teoritis 
1. Pajak 
a. Definisi Pajak 
 Definisi pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yaitu: “Pajak adalah 
kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan 
yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak medapatkan 
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperulan negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.”  
 Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH 
dalam Mardiasmo (2011:1) yaitu: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara 
berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat 
jasa timbal (kontraprestasi) yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk 
membayar pengeluaran umum.”  
 Definisi pajak yang dikemukakan oleh S. I. Djajadiningrat dalam Siti 
Resmi (2011:1) yaitu: “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian 
dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan 
perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, 
menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi 
tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara 
kesejahteraan secara umum.” Dari beberapa definisi di atas menunjukkan bahwa 
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pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara dan merupakan kontribusi 
wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan 
tidak mendapatkan imbalan secara langsung, tetapi digunakan untuk 
pengeluaran-pengeluaran negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat 
secara umum. 
 
b. Ciri-ciri Pajak  
Ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut: 
1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta 
aturan pelaksanaannya.  
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi 
individual oleh pemerintah. 
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah 
daerah.  
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila 
dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai 
public investment.” 
 
c. Fungsi Pajak  
        Ada dua fungsi pajak yaitu: 
1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara), Pajak merupakan salah satu 
sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin 
maupun pembangunan, sebagai sumber keuangan negara, pemerintah 
berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. 
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2. Fungsi Regulairend (Pengatur), Pajak sebagai alat untuk mengatur atau 
melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta 
mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. 
3. Fungsi Redistribusi Pendapatan, fungsi ini menekankan pada unsur 
pemerataan pada masyarakat. Dana yang didapat negara digunakan untuk 
membiayai semua kepentingan umum termasuk untuk membiayai 
pembangunan yang dapat membuka kesempatan kerja. 
 
d. Jenis Pajak 
Terdapat berbagai jenis pajak yang dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: 
1. Menurut Golongan 
a. Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh 
wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang 
lain atau pihak lain, pajak harus mejadi beban wajib pajak yang 
bersangkutan. 
b. Pajak Tidak Langsung, pajak pada akhirnya dapat dibebankan 
ataudilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. 
2.  Menurut Sifat 
a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan 
pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan 
subjeknya. 
b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik 
berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang 
mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa 
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memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) dan tempat 
tinggal. 
3. Menurut Lembaga Pemungut 
a. Pajak Negara, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan 
untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.  
b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah 
tingakat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/ 
kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-
masing”. 
 
e. Tata Cara Pemungutan Pajak 
Tata cara pemungutan pajak terdiri dari: 
1. Stelsel Pajak 
a. Stelsel Riil 
Pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk 
PPh, objeknya adalah penghasilan). Pemungutan pajaknya baru dapat 
dilakukan pada akhir tahun pajak, setelah semua penghasilan yang 
sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui. 
b. Stelsel Fiktif, pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggaran yang 
diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap 
sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pajak yang terutang 
pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang pada 
tahun sebelumnya. 
c. Stelsel Campuran, pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara 
stelsel riil dan stelsel fiktif. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung 
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berdasarkan suatu anggapan, kemudian akhir tahun,besarnya pajak 
dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. 
2. Asas Pemungutan Pajak 
a. Asas Domisili 
Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak 
yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari 
dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam 
negeri. 
b. Asas Sumber 
Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di 
wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggalWajib Pajak. Setiap orang 
yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak. 
c. Asas Pemungutan Pajak 
Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, 
pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang 
bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.  
3. Sistem Pemungutan Pajak  
a. Official Assessment System  
Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan 
untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 
b. Self Assessment System 
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam 
menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai 
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dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yan berlaku. Wajib 
pajak diberi kepercayaan untuk:  
1) Menghitung sendiri pajak yang terutang 
2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang 
3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang 
4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang 
5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang 
c. With Holding System 
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga 
yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib 
pajak. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak 
tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk, peranan dominan ada pada 
pihak ketiga. 
4. Hambatan Pemungutan Pajak 
Menurut Mardiasmo (2011:10) hambatan terhadap pemungutan pajak 
dapat dikelompokkan menjadi : 
1) Perlawan Pasif  
Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara 
lain:  
a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat 
b. Sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat 
c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik 
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2) Perlawanan Aktif  
Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh 
wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:  
a. Tax avoidance, usaha untuk meringankan beban pajak dengan tidak 
melanggar undang-undang. 
b. Tax evasion, usaha untuk meringankan beban pajak dengan cara 
melanggar undang-undang (menggelapkan pajak). 
 
2. Penerimaan Pajak 
a. Definisi Penerimaan Pajak 
 Pengertian penerimaan pajak menurut UU Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 1 
Angka 3 UU Nomor 4 Tahun 2014, adalah: “Penerimaan perpajakan adalah 
semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak 
perdagangan internasional.” Sedangkan menurut Suryadi (2011:105) penerimaan 
pajak adalah: “Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang 
dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan.” Dari pengertian-
pengertian tersebut bahwa penerimaan pajak dapat menjadi sumber pembiayaan 
untuk menunjang kemandirian pembiaayan pemerintah yang bersumber dari 
rakyat. 
 
b. Sumber Penerimaan Pajak 
 Terdapat 2 sumber penerimaan pajak yang berada di Indonesia, yaitu 
penerimaan pajak dari dalam negeri dan penerimaan pajak luar negeri. Pajak 
penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau 
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penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Macam-
macam pajak penghasilan adalah: 
a. PPh Final, artinya pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final 
(berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak 
penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. 
b. PPh Pasal 21, merupakan pajak yang dilewatkan terhadap wajib pajak 
orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan 
pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Penghasilan yang dimaksud meliputi upah, 
gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan 
dalam bentuk apapun.  
c. PPh Pasal 22, merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan 
pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah; instansi atau lembaga 
pemerintah dan lembaga-lembaga negara lain yang berkenaan dengan 
pembayaran atas penyerahan barang; dan badan-badan tertentu, baik 
badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang 
impor atau kegiatan usaha di bidang lain.  
d. PPh Pasal 23,adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima 
atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan) dan 
bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau 
penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. 
e.  PPh Pasal 26, adalah pajak penghasilan yang dikenakan/dipotong atas 
penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diperoleh wajib pajak 
luar negeri selain Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. 
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c. Tujuan Penerimaan Pajak 
 Penerimaan pajak berkaitan dengan pencapaian tujuan dari suatu 
organisasi. Oleh karena itu dimensi dalam penerimaan pajak di sini adalah 
tujuan dari penerimaan pajak itu sendiri. Menurut Ilyas dan Burton (2013:13) 
tujuan dari penerimaan pajak adalah: 
1. Membiayai pengeluaran negara seperti pengeluaran rutin, pengeluaran 
rutin terdiri dari pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa, 
pengeluaran untuk biaya gaji pegawai dan transfer payment yaitu berupa 
bantuan langsung kepada masyarakat.  
2.  Membiayai pengeluaran untuk pembangunan, pengeluaran untuk 
pembangunan terdiri dari pengeluaran pemerintah untuk pembangunan 
infrastruktur dan fasilitas publik, dan bila ada sisa (surplus) akan 
digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi.  
 
d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak  
 Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:27-29) menyebutkan faktor-faktor 
yang mempengaruhi penerimaan pajak, yaitu: 
1. Kejelasan, kepastian dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan 
perpajakan yang jelas, sederhana dan mudah dimengerti akan memberikan 
penafsiran yang sama bagi Wajib Pajak dan fiskus. Dengan adanya 
kepastian hukum dan kejelasan undang-undang tidak akan menimbulkan 
salah interpretasi, selanjutnya akan menimbulkan motivasi pemenuhan 
kewajiban perpajakan wajib pajak dapat dilaksanakan secara efektif dan 
efisien. Dengan demikian hal ini akan memperlancar penerimaan negara 
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dari sektor pajak. Kesadaran dan kepatuhan pemenuhan kewajiban 
perpajakan akan terbentuk dengan peraturan yang tidak berbelit-belit, 
prosedur yang tidak rumit dengan formulir yang mudah dimengerti 
pengisiannya oleh wajib pajak. 
2. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang 
perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang 
perpajakan memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu 
tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi. Kebijakan dalam hal ini 
adalah dengan adanya keputusan Menteri Keuangan maupun surat edaran 
dari DJP untuk hal-hal tertentu dalam perpajakan yang tidak dijelaskan 
secara rinci dalam undang-undang. Pemerintah diberikan asas “Freies 
Ermessen” (kebebasan bertindak) dalam bentuk tertulis yang berupa 
peraturan kebijaksanaan, berupa peraturan lain yang menjelaskan petunjuk 
pelaksanaan peraturan perundang-undangan. 
3. Sistem administrasi perpajakan yang tepat hendaklah merupakan prioritas 
tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya 
secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya 
melalui pemungutan pajak. Sistem administrasi memegang peran penting. 
KPP harus memiliki sistem administrasi yang tepat tetapi tidak rumit dan 
ditekankan pada kesederhanaan prosedur. Kerumitan sistem akan membuat 
Wajib Pajak semakin enggan membayar pajak. 
4. Kualitas pelayanan yang dilakukan pemerintah beserta aparat perpajakan 
merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan 
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pajak. Kualitas pelayanan yang dimaksud adalah memberikan pelayanan 
yang baik kepada wajib pajak dalam mengoptimalkan penerimaan negara. 
5. Kesadaran dan pemahaman warga negara harus memiliki rasa 
nasionalisme yang tinggi, kepedulian kepada bangsa dan negara serta 
tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara 
umum akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh kepada peraturan 
perpajakan. 
6. Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektivitas undang-undang dan 
peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasiyang baik sepanjang 
yang menyangkut kecakapan teknis, efisien dan efektif dalam hal 
kecepatan, tepat dan keputusan yang adil. Petugas pajak yang berhubungan 
dengan masyarakat pembayar pajak harus memiliki intelektual tinggi, 
terlatih baik, digaji baik dan bermoral tinggi. 
 
3. Kesadaran Wajib Pajak 
      Kesadaran yang dimiliki oleh manusia meliputi kesadaran dalam diri, 
kesadaran akan sesama, masa silam, dan kemungkinan masa depannya. Pasal 1 
ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang “Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan” menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib 
pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara 
langsung. 
a. Pengertian Kesadaran Wajib Pajak 
      Definisi Kesadaran Wajib Pajak Menurut Widayati dan Nurlis (2010): 
“Kesadaran dalam membayar pajak memiliki arti dimana seseorang 
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mengetahui, memahami dan mengerti tentang cara bagaimana membayar 
pajak. Setiap orang memiliki kesadaran yang berbeda-beda satu sama 
lainnya.” Definisi Kesadaran Wajib Pajak Menurut Marihot (2013): 
“Apabila kesadaran bernegara kurang maka masyarakat kurang dapat 
mengenal dan menikmati pentingnya berbangsa dan bertanah air, berbahasa 
nasional, menikmati keamanan dan ketertiban, memiliki dan menikmati 
kebudayaan nasional dan pada akhirnya apabila kesadaran bernegara kurang 
maka rasa memiliki dan menikmati manfaat pengeluaran pemerintah juga 
kurang sehingga kesadaran membayar pajak juga tidak tebal” Definisi 
Kesadaran Wajib Pajak Menurut Aditya Nugroho (2016). 
“Kesadaran membayar pajak dalam TPB pada penelitian ini sebagai minat 
berprilaku (behavior intention). Karena, minat berprilaku (behavior 
intention) ini dipengaruhi oleh kontrol prilaku”. 
      Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak 
mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan 
benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka 
pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajaknan semakin baik 
sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Muliari, 2010, hal 69). 
      Kesadaran Wajib Pajak yang sadar akan kewajiban perpajakannya 
dalam sistem self-assessment Anggraeni (2007, hal. 9) menyimpulkan 
kriteria wajib pajak yang sadar akan kewajiban perpajakannya dalam 
sistem self-assessment yaitu:  
a. Dalam mendapatkan NPWP, Wajib Pajak secara aktif mendaftarkan diri 
secara aktif dan mandiri ke KPP setempat.  
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b. Wajib Pajak mengambil sendiri formulir SPT Masa di KPP setempat. 
c. Wajib Pajak menghitung dan menetapkan sendiri jumlah pajak 
penghasilan yang terutang melalui pengisian SPT tanpa bantuan fiskus. 
d. Wajib Pajak menyetor dan melaporkan formulir SPT secara aktif dan 
mandiri dan tepat waktu, tanpa harus ditagih oleh fiskus. 
b. Sikap Wajib Pajak 
Menurut Safri Nurmantu (2005:103), menyatakan bahwa kesadaran wajib 
pajak sebagai berikut: 
1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.  
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.  
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan Negara. 
      Beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak 
untuk membayar pajak, sebagai berikut :  
1) Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang 
pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau 
membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak 
yang dilakukan. 
2) Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban 
pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena 
memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban 
pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat 
mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.  
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3) Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat 
dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak 
disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban 
mutlak setiap warga Negara 
c. Indikator Kesadaran Wajib Pajak  
Indikator faktor kesadaran wajib pajak adalah sebagai berikut:  
1. Persepsi Wajib Pajak  
2. Pengetahuan Perpajakan  
3. Karakteristik Wajib Pajak  
4. Penyuluhan Perpajakan 
4. Pelayanan Perpajakan 
a. Definisi Pelayanan Perpajakan 
      Pengertian pelayanan menurut Pandji Santosa (2008: 55) 
menyebutkan pelayanan publik adalah pemberian jasa, baik oleh 
pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah, atau pun pihak swasta 
kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi 
kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat. Konsep pelayanan publik 
yang diterangkan oleh Valerie A. Zeithaml (1990) dalam buku Pandji 
Santosa (2008: 59) mengonsepkan mutu layanan publik pada dua 
pengertian yaitu expected service dan preceived service. Keduanya 
terbentuk oleh dimensi-dimensi mutu layanan, yaitu tangiibles 
(terjamah), reability (andal), credibility (bisa dipercaya), responsiveness 
(tanggap), competence (kompeten), courtesy (ramah), security (aman), 
access (akses), communication (komunikasi), understanding the 
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customer (memahami pelanggan). Menurut Keputusan Menpan Nomor 
06/1995 tentang Pedoman Penganugerahan Piala Abdisatyabati Bagi Unit 
Kerja atau Kantor Pelayanan Percontohan, sebagaimana tertera pada 
lampirannya diatur mengenai kriteria pelayanan masyarakat yang baik 
yaitu sebagai berikut : 
1) Kesederhanaan Kriteria ini mengandung arti bahwa prosedur 
pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepat, tidak berbelit-belit, 
mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang 
meminta pelayanan. 
2) Kejelasan dan Kepastian Kriteria ini mengandung arti adanya 
kejelasan dan kepastian mengenai prosedur atau tatacara pelayanan, 
persyaratan pelayanan, unit kerja dan atau pejabat yang berwenang 
dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan, rincian biaya 
pelayanan dan tatacara pembayarannya serta jadwal waktu 
penyelesaian pelayanan. 
3) Keamanan Kriteria ini mengandung arti bahwa proses serta hasil 
pelayanan dapat memberi rasa aman, kenyamanan, dan dapat 
memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. 
4) Keterbukaan Kriteria ini mengandung arti bahwa prosedur, tatacara, 
persyaratan, satuan kerja atau pejabat penanggung jawab pemberi 
pelayanan, biaya atau tarif, serta hal-hal yang berkaitan dengan 
proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah 
diketahui dan dipahami oleh masyarakat. 
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5) Efisien Persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang 
berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan 
tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk 
pelayanan yang diberikan. Dicegah adanya pengulangan pemenuhan 
persyaratan, dalam hal proses pelayanan masyarakat yang 
bersangkutan mempersyaratkan adanya kelengkapan persyaratan dari 
satuan kerja atau instansi pemerintah lain yang terkait.  
6) Ekonomis Nilai barang dan atau jasa pelayanan masyarakat dan tidak 
menuntut biaya yang terlalu tinggi di luar kewajaran. Kondisi dan 
kemampuan masyarakat untuk membayar. Ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
7) Keadilan dan Merata Kriteria ini mengandung arti bahwa cakupan 
atau jangkauan pelayanan harus diusahakan seluas mungkin dengan 
distribusi yang merata dan diberlakukan secara adil bagi seluruh 
lapisan masyarakat.  
8) Ketepatan Waktu Kriteria ini mengandung arti bahwa pelaksanaan 
pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu telah 
ditentukan. 
b. Kriteria Penilaian Pelayanan Perpajakan 
      Pegawai Pajak juga harus memberikan Kepercayaan dan 
Kenyamanan untuk Wajib Pajak yang akan membayarkan pajaknya pada 
22 Kantor Pelayanan Pajak. Beberapa tolok ukur perusahaan atas tingkat 
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kepercayaan terhadap konsultan pajak. Menurut Thomas Sumarman 
(2013: 6). 
1) Komitmen (commitment) Pegawai pajak dapat dinilai bagaimana dia 
memberikan nasihat dan masukkan kepada Wajib Pajak atau 
perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan 
yang berlaku dan harus berkomitmen untuk membantu Wajib Pajak 
dan klien pada waktu yang lama.  
2) Integritas dan Kejujuran (integritty and honesty) Pegawai Pajak 
harus memiliki kejujuran tetapi juga mempunyai integritas tinggi. 
Kejujuran yaitu tidak melakukan kebohongan, tidak tepat janji, tidak 
tepat waktu. Pegawai yang memiliki integritas tinggi adalah pegawai 
yang jujur dan dapat diandalkan, sehingga pegawai juga harus 
mempunyai etika yang tinggi juga.  
3) Pengetahuan (Knowledge) Seorang konsultan pajak atau staf 
perpajakan diperoleh dari pendidikan formal, yaitu sarjana ekonomi 
atau sarjana lainnya yang mengerti tentang peraturan dan perundang-
undangan perpajakan. Pengetahuan keuangan, masalah perpajakan, 
maupun tentang akuntansi harus dimiliki oleh tax review. 
4) Keahlian Keahlian seorang konsultan pajak atau staf pajak adalah 
pengalaman, semakin banyak pengalaman maka akan semakin tinggi 
tingkat keahliannya.  
5) Komunikasi (communication) Seorang konsultan atau pegawai pajak 
harus dapat berkomunikasi dengan jelas, tepat dan win-win. Banyak 
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kesalahpahaman yang terjadi karena tidak dapat berkomunikasi 
dengan baik. 
6) Tingkat kenyamanan (convenient level) Tingkat kenyamanan dapat 
dirasakan oleh perusahaan dari ketersediaan waktu seorang pegawai 
pajak atau konsultan pajak untuk Kantor Pajak. 
      Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pelayanan Pegawai 
Pajak adalah jasa yang diberikan oleh pegawai Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Temanggung kepada masyarakat dalam hal perpajakan. 
Pegawai pajak yang memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak harus 
bersikap dengan baik, bersikap komunikatif, memahami pelanggan, serta 
memberikan pelayanan yang ramah dan memberikan rasa aman agar 
Wajib Pajak merasa nyaman untuk melakukan pembayaran pajaknya.    
      Pegawai Pajak juga harus dapat dipercaya, terbuka, jujur, 
memberikan informasi dengan jelas, dengan adil dan tepat waktu, 
dengan pelayanan yang diberikan tersebut maka Wajib Pajak tidak akan 
merasa enggan atau lebih merasa senang untuk membayar pajak pada 
Kantor Pelayanan Pajak yang ada. Pegawai Pajak juga harus memiliki 
sikap komiten, berpengetahuan dengan baik, untuk membantu Wajib 
Pajak dan kliennya, serta memiliki banyak pengalaman yang berkaitan 
dengan pajak. 
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5. Pengetahuan Wajib Pajak 
a. Pengertian Pengetahuan Perpajakan 
      Pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui; kepandaian: atau segala 
sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran). Pengetahuan 
dikaitkan dengan segala sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses belajar 
yaitu hasil kerja fikir (penalaran) yang merubah dari tidak tahu menjadi tahu dan 
menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara. Misalnya seperti pengetahuan 
yang ada dalam mata pelajaran suatu kurikulum di sekolah. Pengetahuan 
perpajakan dalam teori atribusi, merupakan salah satu faktor eksternal 
yang dapat mempengaruhi prilaku kepatuhan wajib pajak dalam membayar 
pajak. Sedangkan dalam teori pengambilan keputusan bertujuan untuk 
mengetahui manfaat dari pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan 
merupakan pemahaman Wajib Pajak mengenai hukum, undang-undang, 
tata cara perpajakan yang benar.  
      Dengan adanya pengetahuan tentang pajak yang baik akan dapat 
memperkecil adanya tax evation (Banu, 2008). Pada penelitian yang 
dilakukan oleh Palil dan Musthapa (2011), menyatakan bahwa ketika 
seseorang wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan yang baik, sikap 
terhadap pajak akan lebih positif dan dapat meningkatkan kepatuhan dan 
mengurangi kecurangan menghindari pajak. Sejalan dengan penelitian 
Putri (2015) dan Ulfa (2015) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak 
memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun 
berbeda dengan hasil penelitian Hardiningsih (2011) bahwa pengetahuan 
peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar 
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pajak. Palil (2005) juga menyatakan bahwa pengetahuan pajak merupakan 
salah satu hal penting dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk 
membayar pajak. 
      Pemahaman Wajib Pajak atas Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 
merupakan tingkat pengetahuan dan kemampuan Wajib Pajak atas 
berlakunya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 baik secara konten 
maupun administrasinya. Pengetahuan Wajib Pajak terkait Peraturan 
Pemerintah No. 46 Tahun 2013 akan memberikan gambaran rasional bagi 
Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan kewajiban pajaknya. Sedangkan 
kemampuan Wajib dalam mengintepretasikan isi dari Peraturan Pemerintah 
No. 46 Tahun 2013 diharapkan dapat mendorong Wajib Pajak secara teknis 
dalam memenuhi kewajiban pajaknya baik dalam menyelenggarakan 
administrasinya, perhitungannya, pembayarannya, maupun pelaporannya. 
      Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dilaksanakan mulai 
dari pertengahan tahun 2013 yaitu pada bulan Agustus 2013. Pajak 
Penghasilan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 
termasuk dalam PPh Pasal 4 ayat (2), bersifat final. Ketentuan Pajak 
Penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, 
merupakan kebijakan Pemerintah yang mengatur mengenai Pajak 
Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib 
pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu (Direktorat Jenderal Pajak, 
2013). 
Tujuan Pemerintah memberlakukan Peraturan Pemerintah ini adalah:  
1) Memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan,  
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2) Mengedukasi wajib pajak untuk tertib administrasi, Meningkatkan 
pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi wajib pajak. Objek Pajak 
yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Peraturan 
Pemerintah No. 46 Tahun 2013 adalah penghasilan dari usaha yang 
diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang 
tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Peredaran bruto 
(omzet) merupakan peredaran bruto semua gerai/counter/outlet atau 
sejenisnya baik pusat maupun cabangnya. Pajak terutang yang harus 
dibayarkan adalah 1% dari jumlah peredaran bruto (omzet). Yang dikenai 
Pajak Penghasilan sesuai Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013, 
(Direktorat Jenderal Pajak, 2013) adalah:  
a. Orang Pribadi yang menerima penghasilan dari usaha dengan 
peredaran bruto yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun 
pajak. 
b. Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap yang menerima 
penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak 
melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak. 
  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013 tentang 
Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh 
Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu atau biasa disebut 
Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 merupakan kebijakan perpajakan 
yang tergolong baru. Peraturan ini mulai berlaku sejak diterbitkan pada 1 Juli 
2013 dan wajib dilaksanakan maksimal per 1 Januari 2014. Tujuan penerbitan 
peraturan ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak orang 
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pribadi dan badan yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam 
melaksanakan kewajiban pajaknya. Oleh karena itu pemerintah memberikan 
perlakuan tersendiri terkait ketentuan mengenai penghitungan, penyetoran, 
dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang. 
b. Indikator Pengetahuan Perpajakan  
Terdapat beberapa indikator yang mengukur bahwa wajib pajak 
mengetahui peraturan perpajakan yaitu sebagai berikut:  
1) Pengertian umum, yaitu berisi pengertian-pengertian umum yang diambil dari 
Undang-undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan tentang pajak, 
Nomor Pokok Wajib Pajak, Wajib Pajak, Badan, Pengusaha, dan Surat 
Pemberitahuan. 
2) Tata cara Pembayaran Pajak, yaitu berisi pernyataan mengenai bagaimana 
cara membayar pajak dan langkahlangkahnya. Apabila wajib pajak menjawab 
benar pertanyaan tersebut maka wajib pajak mengetahui bagaimana tatacara 
membayar pajak. 
3) Nomor Pokok Wajib Pajak, berisi pernyataan terkait Nomor Pokok Wajib 
pajak seperti fungsi, dan manfaat.  
4) Penagihan Pajak, yaitu pernyataan mengenai dasar penagihan pajak dan boleh 
tidaknya wajib pajak mengangsur dalam membayar pajaknya. 
5) Pembukuan dan Pencatatan, yaitu berisi pernyataan mengenai pembukuan 
dan pencatatan oleh wajib pajak secara umum 
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B. Penelitian Terdahulu 
      Penelitian terdahulu berkaitan dengan pengaruh kesadaran wajib pajak, 
pelayanan perpajakan dan pengetahuan wajib pajak terhadap penerimaan pajak 
pada KPP Pratama Tebing Tinggi dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
Tabel II.1 
Penelitian Terdahulu 
Nama Peneliti Judul Kesimpulan 
Siska Lovihan 
(2016) 
Pengaruh Kesadaran 
Membayar Pajak, 
Pengetahuan Dan Pemahaman 
Peraturan Perpajakan, Dan 
Kualitas Layanan Terhadap 
Kemauan Membayar Pajak 
Wajib Orang Pribadi Di Kota 
Tomohon 
Kesadaran membayar pajak (X1), 
Pengetahuan dan pemahaman 
peraturan perpajakan (X2) dan 
Kualitas layanan (X3) berpengaruh 
secara signifikan terhadap kemauan 
membayar 
pajak wajib pajak orang pribadi di 
Kota Tomohon 
Savira 
Warliana, 
Syamsul Bahri 
Arifin (2016) 
Pengaruh Kesadaran Wajib 
Pajak Dan Sanksi Pajak 
Terhadap Penerimaan Pajak 
Di Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Medan Barat 
Secara simultan kesadaran wajib 
pajak dan sanksi pajak berpengaruh 
signifikan terhadap penerimaan 
pajak. Terdapat pengaruh kesadaran 
wajib pajak dan sanksi pajak 
terhadap penerimaan pajak pada 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Medan Barat. 
Adhitya 
Yuspitara, 
Karona Cahya 
Susena dan 
Herlin (2015) 
Analisis Pengaruh Penagihan 
Pajak Dengan Surat Paksa 
Terhadap Penerimaan Pajak 
Di Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Argamakmur 
Provinsi Bengkulu 
Ada pengaruh penagihan pajak 
dengan surat paksa terhadap 
penerimaan pajak di kantor 
pelayanan pajak pratama 
Argamakmur Provinsi Bengkulu  
 
Wulan Sari 
(2016) 
Pengaruh Penagihan Pajak 
Dengan Surat Paksa Dan 
Pemeriksaan Pajak Terhadap 
Penerimaan Pajak 
Penagihan pajak dengan surat paksa 
berpengaruh terhadap penerimaan 
Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Majalaya 
periode tahun 2010–2014 dengan 
kontribusi yang diberikan sebesar 
14%.  
Imam Suyadi 
dan Sunar 
(2015) 
Pengaruh Kesadaran 
Membayar Pajak, 
Pengetahuan Dan 
Pemahaman Peraturan 
Perpajakan, Dan Kualitas 
Layanan Terhadap Kemauan 
Membayar Pajak Wajib 
Orang Pribadi Di Kota 
Bandung. 
Kesadaran membayar pajak 
Pengetahuan dan pemahaman 
peraturan perpajakan dan Kualitas 
layanan berpengaruh secara 
signifikan terhadap kemauan 
membayar 
pajak wajib pajak orang pribadi di 
Kota Bandung 
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C.  Kerangka Konseptual 
1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak 
      Kesadaran wajib pajak merupakan pemahaman wajib pajak tentang 
kewajiban membayar pajak sebagai wujud kegotongroyongan nasional 
dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintah 
dan pembangunan nasional. Menurut Muliari (2010, hal 69) Kesadaran 
wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, 
memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan 
sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka 
pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakn semakin baik 
sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Savira Warliana dan Syamsul Bahri Arifin (2016) juga 
menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan 
terhadap penerimaan pajak, yaitu jika kesadaran wajib pajak meningkat 
maka meningkat pula penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Medan Barat. 
2. Pengaruh Pelayanan Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak 
      Pelayanan berpengaruh dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan 
dan persaan wajib pajak. Menurut Pandji Santosa (2008: 55) 
menyebutkan pelayanan publik adalah pemberian jasa, baik oleh 
pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah, atau pun pihak swasta 
kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi 
kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat. Hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Siska Lovihan (2014) yang menyimpulkan bahwa kualitas 
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layanan berpengaruh tetapi tidak secara signifikan terhadap kemauan 
membayar pajak wajib pajak orang pribadi di Kota Tomohon. 
3. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak 
      Pengetahuan wajib pajak mencerminkan suatu keadaan dimana wajib 
pajak memenuhi kewajiban secara formal dan semua ketentuan material 
perpajakan yakni sesuai dengan undang-undang perpajakan. Menurut 
Siska Lovihan (2016) bahwa pengetahuan pajak adalah proses 
pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib 
pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran 
dan pelatihan. Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat 
melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif 
terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak seperti 
penyuluhan atau sosialisasi pajak yang dilakukan KP2KP Tomohon di 
kantor-kantor, sekolah-sekolah ataupun di desa-desa sekitar. 
      Adapun kerangka konseptual dari penelitian ini dapat dilihat pada 
gambar berikut ini :  
 
 
 
 
 
 
 
Gambar II.1 
Kerangka Konseptual 
Kesadaran WP 
(X1) 
 
Pelayanan Perpajakan 
(X2) 
Pengetahuan WP 
(X3) 
Penerimaan Pajak 
( Y ) 
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D. Hipotesis 
      Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap objek 
permasalahan (Sugiyono, 2016:47). Berdasarkan rumusan masalah maka 
hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut : 
1. Ada pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak 
pada KPP Pratama Tebing Tinggi. 
2. Ada pengaruh pelayanan terhadap penerimaan pajak pada KPP 
Tebing Tinggi. 
3. Ada pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap penerimaan pajak 
pada KPP Pratama Tebing Tinggi. 
4. Ada pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan, pengetahuan 
terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Tebing Tinggi. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Pendekatan Penelitian 
 Penelitian ini menggunakan desain penelitian asosiatif merupakan desain 
penelitian yang bertujuan menganalisis hubungan sebab akibat antara satu 
variabel dengan variabel lainnya. Penelitian ini menguji pengaruh kesadaran 
wajib pajak , pelayanan perpajakan dan pengetahuan  wajib terhadap penerimaan 
pajak.  
 
B. Definisi Operasional Variabel 
      Dalam penelitian ini terdapat variabel dependen terikat (Y) dan variabel 
independen/bebas (X) berikut merupakan definisi masing-masing variabel 
dalam penelitian ini. 
a. Variabel Terikat (Dependen) 
      Dalam penelitian ini variabel terikatnya (dependen) adalah Penerimaan 
pajak, penerimaan pajak merupakan (penghasilan yang diperoleh oleh 
pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Indikator penerimaan pajak 
adalah : 
1) Tarif pajak sudah sesuai  
2) Penerimaan pajak dialokasikan untuk pembangunan 
3) Kenaikan penerimaan sesuai dengan perhitungan 
4) Penerimaan pajak administrasikan 
5) Penerimaan pajak dilaporkan publik 
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b. Variabel Bebas (Independen) 
      Variabel independen adalah variabel yang memperngaruhi variabel 
bebas, jadi bagaimana suatu fenomena suatu kejadian ditentukan oleh 
variabel bebas terhadap variabel terikatnya. variabel bebas dalam 
penelitian ini adalah :  
1. Kesadaran wajib pajak (X1) merupakan suatu kondisi dimana wajib 
pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan 
dengan benar dan sukarela, indikatornya adalah : 
a. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam 
menunjang pembangunan negara. 
b. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan 
beban pajak sangat merugikan negara. 
c. Kesadaran bahwa wajib pajak ditetapkan dengan undang-undang 
dengandapat dipaksakan. 
2.  Pelayanan perpajakan (X2) merupakan pemberian jasa, baik oleh 
pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah, atau pun pihak swasta 
kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi 
kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat. 
a. Reability (kehandalan), kemampuan dalam memberikan pelayanan 
yang sesuai harapan dan dapat memuaskan dengan memahami 
keinginan wajib pajak. 
b. Responsivenes (daya tanggap), berkenaan dengan kesediaan dan 
kemampuan aparat pajak untuk membantu wajib pajak dan merespon 
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permintaan mereka, serta menginformasikan kapan pelayanan akan 
diberikan dan kemudian memberikan pelayanan secara cepat. 
c. Emphaty (Empati), kemampuan untuk berupaya memahami 
keinginan wajib pajak dan lebih peduli dengan perhatian secara 
pribadi agar memudahkan hubungan komunikasi yang baik. 
3.  Pengetahuan wajib pajak (X3) merupakan salah satu faktor eksternal 
yang dapat mempengaruhi prilaku kepatuhan wajib pajak dalam 
membayar pajak. 
a. Pembenahan. 
b. Pemahaman prosedur atau cara pengisian SPT. 
c. Pemahaman batas waktu pelaporan SPT. 
d. Pemahaman sanksi dan administrasi. 
C. Tempat dan Waktu Penelitian 
1. Tempat Penelitian 
      Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 
Tebing Tinggi yang berlokasi di Jl. Mayjen Sutoyo No. 32 Rambung, 
Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara 20631. 
2. Waktu Penelitian 
     Adapun waktu penelitian ini dimulai pada bulan Desember 2018 s/d  
Maret 2019 atau dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel III.1 
Jadwal Kegiatan Penelitian 
 
No Kegiatan 
Desember 
2018 
Januari 
2019 
Februari 
2019 
Maret 
2019 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Pengumpulan Data                 
2 Pengajuan Judul                 
3 Penyusunan Proposal                 
4 Seminar Proposal                 
5 Pengumpulan & 
Pengolahan Data 
                
6 Penulisan Skripsi                 
7 Bimbingan Skripsi                 
8 Sidang Meja Hijau                 
 
D. Populasi dan Sampel Penelitian 
1. Populasi 
      Populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas objek atau  subjek 
yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Bila 
populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada  
dipopulasi (Sugiyono, 2012; 115). Populasi dalam penelitian ini adalah 
Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi. 
2. Sampel Penelitian 
      Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 
oleh populasi tersebut. Ukuran sampel yang layak digunakan dalam 
penelitian adalah 30 sampai dengan 500, selain itu bila dalam penelitian 
akan melakukan analisis dengan multivariat (korelasi atau regresi 
berganda), maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali jumlah variabel 
yang diteliti (Sugiyono, 2012: 129). Sampel dalam penelitian ini adalah 
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wajib pajak orang pribadi yang melaporkan Surat Pemberitahuan 
Tahunan pada Maret 2017. Adanya keterbatasan waktu dan tempat riset 
yang berada diluar kota, maka dalam penelitian ini jumlah sampel 
penelitian hanya 50 orang saja. 
 
E. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis Data 
      Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
metode analisis data kuantitatif ini diperoleh dari penyebaran angket 
kuesioner yang kemudian memberikan skor pada tiap pernyataan 
kuisioner. 
2. Sumber Data 
      Sumber data  yang digunakan ialah menggunakan data primer yaitu 
data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber 
pertama atau objek penelitian yang akan dilakukan. 
 
F. Teknik Pengumpulan Data 
      Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunkaan metode 
survey yaitu dengan media angket (kuisioner). Sejumlah pernyataan 
diajukan kepada responden diminta untuk menjawab sesuai pendapat  
mereka. Dalam mengukur pendapat responden digunakan Skala Likert 5 
angka yaitu mulai angka 5 untuk pendapat sangat setuju (SS) dan angka 1 
untuk sangat tidak setuju (STS). Perincian adalah : 
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Tabel III.2 
Pengukuran Skala Likert 
 
Uraian Skor 
Sangat Setuju (SS) 5 
Setuju (S) 4 
Kurang Setuju (KS) 3 
Tidak Setuju (TS) 2 
Sangat Tidak Setuju (STS) 1 
 
Pengujian Validitas dan Reabilitas Terhadap Instrument Angket dapat 
dilakukan sebagai berikut: 
1. Uji Validitas 
Validitas merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi pada 
obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan 
demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang 
dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya pada obyek 
penelitian. 
Untuk menguji tingkat validitas instrument dalam penelitian digunakan 
teknik analisis koefisien produk moment pearson dengan rumus sebagai 
berikut: 
 
      
 
Dimana: 
Rxy = Koefisien korelasi antara x dan y 
n  = Sampel 
∑ x = Jumlah pengamatan variabel x 
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∑ y = Jumlah pengamatan variabel y 
x     = Variabel bebas 
y     = Variabel terikat (kinerja) 
Kriteria Pengujian Validitas Instrumen 
Kriteria pengujian valid dilihat dari hasil yang didapat dari pengujian 
validitas dengan membandingkan nilai rhitung dengan rtabel. Correlate, 
Bivariet Correlations, dengan memasukkan butir skor pertanyaan dan 
totalnya pada setiap variabel. 
2. Uji Reabilitas 
Reabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau 
temuan. Dalam pandangan positivistic (kuantitatif), suatu data dinyatakan 
reliable apabila dua atau lebih peneliti dalam obyek yang sama 
menghasilkan data yang sama atau peneliti sama dalam waktu berbeda 
menghasilkan data yang sama, atau sekelompok data bila dipecah menjadi 
menunjukkan data yang tidak berbeda. 
 
 
 
Keterangan: 
r      = Reliabilitas instrument 
n      = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 
∑σi
2
 = Jumlah varians butir 
Σt
2
    = Varians total 
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Untuk pengujian validitas peneliti menggunakan SPSS 19 dengan 
rumus scale, reability analisis dengan memasukkan butir skor pernyataan 
dan totalnya pada setiap variabel. 
1. Kriteria Pengujian Reabilitas Instrumen 
Contoh Kriteria Pengujian Reabilitas adalah sebagai berikut: 
1) Jika nilai koefisien reabilitas > 0,60 maka instrument memiliki 
reabilitas yang baik 
2) Jika nilai koefisien reabilitas < 0,60 maka instrument memiliki 
reabilitas yang kurang baik 
 
G. Teknik Analisis Data 
1. Regresi Linier Berganda 
 Analisis regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel 
bebas terhadap variabel terikat. Persamaan regresi dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
Y = a  +  b1X1  +  b2X2  +  b3X3 +  e 
Sumber: Sugiyono (2012: 277) 
Dimana : 
Y =  Penerimaan pajak 
 a =  Konstanta  
b1, b2 =  Besaran koefisien dari masing-masing variabel 
 X1 =  Kesadaran wajib pajak 
 X2 =  Pelayanan perpajakan 
 X3 =  Pengetahuan wajib pajak 
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3. Asumsi Klasik 
Hipotesis menentukan uji asumsi klasik, karena model analisis yang 
dipakai adalah regresi linear berganda. Asumsi klasik yang dimaksud adalah 
sebagai berikut : 
a. Uji Normalitas Data 
      Menurut Ghozali (2009:147) uji normalitas bertujuan untuk menguji 
apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki 
distribusi normal. Uji normalitas menganalisis bertujuan untuk mengetahui 
apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal. 
Uji normalitas ini memiliki dua cara untuk menguji apakah distribusi data 
normal atau tidak, yaitu melalui : pendekatan grafik, data berdistribusi 
normal apabila titik mengikuti data disepanjang garis diagonal. 
b. Uji Multikolineritas 
      Menurut Ghozali (2009:95) uji multikolonieritas bertujuan untuk 
menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel 
bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 
korelasi di antara variabel independen. Digunakan untuk menguji apakah 
pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat dan tinggi 
diantara variabel independen.Apabila terdapat korelasi antar variabel 
bebas, maka terjadi multikolineritas, demikian juga sebaliknya. 
      Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara 
variabel independen. Pengujian multikolineritas dilakukan dengan 
melihat VIF antar variabel independen dan nilai tolerance. Batasan yang 
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umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolineritas adalah nilai 
tolerance < 0,10 atau sama dengan VIF > 10. 
c. Uji Heteroskedastisitas 
      Uji heterokedastisitas terjadi karena perubahan situasi yang tidak 
tergambarkan dalam spesifikasi model regresi. Uji heteroskedastisitas 
bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regeresi terjadi 
ketidaksamaan varians dari residul satu pengamatan kepangamatan lain. 
Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain 
tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika varians berbeda disebut 
heteroskedastisitas dapat diketahui dengan melihat grafik scatterflot antar 
nilai prediksi variabel independen dengan nilai residualnya. Dasar 
analisis yang dapat digunakan untuk menentukan heteroskedastisitas 
antara  lain : 
1) Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu 
yang teratur (bergelombang  melebar kemudian menyempit). Maka 
telah terjadi heteroskedastisitas. 
2) Jika tidak ada pola yang jelas seperti titik meyebar diatas dan dibawah 
angka 0 pada sumbu Y. maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 
 
3. Uji t (Uji Parsial) 
      Uji statistik t pada dasarnya bertujuan untuk menunjukkan seberapa 
jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam 
menerangkan pengaruh satu variabel dependen. Dengan bantuan 
komputer program Statistical Package for Social Science (SPSS 19). 
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Pengujian dilakukan dengan menggunakan significance level taraf nyata 
0,05 (α = 5%). 
      Adapun kriteria pengambilan keputusan dilakukan dengan 
pengujiannya sebagai berikut : 
a. Ha diterima jika thitung > ttabel, artinya terdapat pengaruh kesadaran 
wajib pajak, pelayanan perpajakan dan pengetahuan wajib pajak 
terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pratama Tebing Tinggi. 
b. H0 diterima jika : thitung < ttabel artinya tidak ada pengaruh kesadaran 
wajib pajak, pelayanan perpajakan dan pengetahuan wajib pajak 
terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pratama Tebing Tinggi. 
4. Uji F (Uji Simultan) 
      Uji statistik F (simultan) dilakukan untuk mengetahui apakah 
variabel bebas (independen) secara bersama-sama berpengaruh secara 
signifikan atau tidak terhadap variabel terikat (dependen) dan sekaligus 
juga untuk menguji hipotesis kedua.pengujian ini dilakukan dengan 
menggunakan significance level taraf nyata 0,05 (α = 5%). 
       Uji F digunakan untuk menguji hipotesis yang bersifat simultan 
(bersama-sama). Pembuktian dilakukan dengan signifikansiα = 5%. 
a. Ho diterima jika  signifikansiα = 5%, maka berarti secara serempak 
hipotesis ditolak artinya tidak ada pengaruh kesadaran wajib pajak, 
pelayanan perpajakan dan pengetahuan wajib pajak terhadap 
penerimaan pajak pada Kantor Pratama Tebing Tinggi. 
b. Ha diterima jika signifikansiα = 5%, maka berarti secara serempak 
hipotesis diterima yang artinya ada pengaruh kesadaran wajib pajak, 
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pelayanan perpajakan dan pengetahuan wajib pajak terhadap 
penerimaan pajak pada Kantor Pratama Tebing Tinggi. 
 
5. Koefisien Determinasi 
      Koefisien Determinasi (R2) pada dasarnya mengatur seberapa jauh 
dalam menerangkan variasi variabel dependen.Nilai koefisien 
determinasi berada diantara nol atau dan satu.Nilai R2 yang kecil 
menjelaskan variabel dependen amat terbatas.Nilai yang mendekati satu 
berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua 
informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 
dependen. Data dalam penelitian ini akan diolah dengan menggunakan 
program Statistical Package for Social Science (SPSS 19). 
      Hipotesis dalam penelitian ini dipengaruhi oleh nilai signifikan 
koefisien variabel yang bersangkutan setelah dilakukan pengujian. 
D = r² x 100% 
Dimana : 
D : Koefisien determinasi 
r
2
 : Koefisien variabel bebas dengan variabel terikat. 
100% : Nilai persentase 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil penelitian 
Dibawah ini akan dijelaskan hasil penelitian mengenai pengaruh kesadaran 
wajib pajak, pelayanan perpajakan dan pengetahuan wajib pajak terhadap 
penerimaan pajak Pada KPP Pratama Tebing Tinggi, peneliti telah menyebar 
angket sebanyak 50 orang, sampling yang digunakan adalah sampling accidental, 
dimana yang menjadi responden adalah siapa pun yang ditemui peneliti di 
lapangan baik itu yang menjadi wajib pajak pada KPP Pratama Tebing Tinggi, 
identitas yang akan ditanyakan adalah usia, jenis kelamin dan pendidikan. 
1. Identitas Responden 
a.  Usia 
Tabel IV-1  
Usia Responden 
  Frequency Percent 
Valid 25 - 35 tahun 5 10.0 
36 - 45 tahun 22 44.0 
diatas 45 tahun 23 46.0 
Total 50 100.0 
 
Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa persentase responden untuk usia  
dimana yang berusia  diantara 25 sampai 35 tahun berjumlah 5 orang (10%), 
yang berusia diantara 36 sampai 35 tahun berjumlah 22 orang (44%), dan 
yang berusia diatas 45 tahun berjumlah 23 orang (46%). 
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b. Jenis Kelamin Responden 
Tabel IV-2  
Jenis Kelamin 
  Frequency Percent 
Valid Pria 27 54.0 
Wanita 23 46.0 
Total 50 100.0 
 
Dari table IV-2 diatas bisa kita lihat persentase untuk jumlah responden 
untuk jenis kelamin yaitu terdiri dari pria 27 orang (54%) dan wanita 23 
orang (46%). 
c. Pendidikan Responden 
Tabel IV-3   
Pendidikan  
  Frequency Percent 
Valid SMA 17 34.0 
Diploma 18 36.0 
S1 15 30.0 
Total 50 100.0 
 
Keterangan dari tabel IV-3 adalah responden yang berpendidikan SMA 
berjumlah 17 orang (34%), yang berpendidikan Diploma berjumlah  18 
orang 36%), yang berpendidikan S1 berjumlah 15 orang (30%). 
 
2. Persentase Jawaban Responden 
Dibawah ini akan dijelaskan persentase jawaban responden untuk setiap 
item angket yang telah disebar. Metode yang digunakan adalah skala likert 
dengan skor 1 sampai 5. 
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Tabel IV-4  
Persentase Jawaban Responden Kesadaran Wajib Pajak 
 
PERNYATAAN KESADARAN WAJIB 
PAJAK 
PENILAIAN 
SS S KS TS STS 
1. Wajib pajak mengetahui pentingnya 
peranan pajak bagi pembangunan 
16 
org 
(32%) 
29 
org 
(58%) 
4 org 
(8%) 
1 org 
(2%) 
 
2. Wajib pajak memahami cara dan 
perhitungan pembayaran kewajiban 
pajaknya 
11 
org 
(22%) 
28 
org 
(56%) 
8 org 
(16%) 
3org 
(6%) 
 
3. Wajib pajak sudah melaksanakan 
ketentuan perpajakan dengan benar dan 
sukarela 
10 
org 
(20%) 
31 
org 
(62%) 
7 org 
(14%) 
2 org 
(4%) 
 
4. Wajib pajak melakukan penyetoran 
sendiri ke KPP setempat 
10 
org 
(20%) 
32 
org 
(64%) 
6 org 
(12%) 
2 org 
(4%) 
 
5. Wajib pajak menyadari dan membayar 
kewajibannya berkaitan dengan 
perpajakan. 
9 org 
(18%) 
17 
org 
(34%) 
19 
org 
(38%) 
5 org 
(10%) 
 
 
 
Tabel IV-5 
Persentase Jawaban Responden Pelayanan Perpajakan 
 
PERNYATAAN PELAYANAN 
PERPAJAKAN 
 
PENILAIAN 
SS S KS TS STS 
1. Pelayanan perpajakan yang 
dilakukan KPP Pratama Tebing 
Tinggi sangat baik 
9 org 
(18%) 
22 org 
(44%) 
12 org 
(24%) 
7 org 
(14%) 
 
2. Pegawai KPP Pratama Tebing 
Tinggi memberikan keterangan 
yang jelas berkaitan dengan 
prosedur pembayaran pajak 
15 org 
(30%) 
28 org 
(56%) 
6 org 
(12%) 
1 org 
(2%) 
 
3. Pelayanan perpajakan yang 
dilakukan KPP Pratama Tebing 
Tinggi sangat ramah dan jelas 
7 org 
(14%) 
23 org 
(46%) 
16 org 
(32%) 
2 org 
(4%) 
2 org 
(4%) 
4. Pelayanan perpajakan yang 
dilakukan KPP Pratama Tebing 
Tinggi sangat cepat dan tidak ribet. 
7 org 
(14%) 
23 org 
(46%) 
13 org 
(26%) 
7 org 
(14%) 
 
5. Pelayanan perpajakan yang 
dilakukan KPP Pratama Tebing 
Tinggi tidak dipungut biaya 
administrasi 
13 org 
(26%) 
23 org 
(46%) 
12 org 
(24%) 
1 org 
(2%) 
1 org 
(2%) 
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Tabel IV-6 
Persentase Jawaban Responden Pengetahuan Wajib Pajak 
PERNYATAAN PENGETAHUAN 
WAJIB PAJAK 
PENILAIAN 
SS S KS TS STS 
1. Wajib pajak mengetahui prosedur 
pembayaran pajak 
13 
org 
(26%) 
21 
org 
(42%) 
11 
org 
(22%) 
5 org 
(10%) 
 
2. Wajib pajak sudah menghitung 
sendiri jumlah pajak yang harus 
dibayar 
7 org 
(14%) 
31 
org 
(62%) 
7 org 
(14%) 
5 org 
(10%) 
 
3. Wajib pajak mengetahui peraturan 
dan ketentuan perpajakan yang 
berlaku 
21 
org 
(42%) 
23 
org 
(46%) 
4 org 
(8%) 
2 org 
(4%) 
 
4. Wajib pajak mengetahui fungsi 
pajak yang disetorkan ke kas negara 
untuk pembangunan 
8 org 
(16%) 
24 
org 
(48%) 
13 
org 
(26%) 
4 org 
(8%) 
1 
org 
(2%) 
5. Wajib pajak mengetahui seluruh 
fasilitas umum yang digunakan 
merupakan hasil dari pembayaran 
pajak. 
15 
org 
(30%) 
24 
org 
(48%) 
7 org 
(14%) 
2 org 
(4%) 
2 
org 
(4%) 
 
Tabel IV-7 
Persentase Jawaban Responden Penerimaan Perpajakan 
PERNYATAAN PENERIMAAN 
PAJAK 
PENILAIAN 
SS S KS TS STS 
1. Wajib pajak memahami pajak yang 
dibayarkan merupakan penerimaan 
utama pemerintah dalam 
membangun perekonomian. 
13 
org 
(26%) 
33 
org 
(66%) 
3 org 
(6%) 
1org 
(2%) 
 
2. Wajib pajak mengerti tentang 
peranan penerimaan pajak dalam 
mendanai pembangunan 
16 
org 
(32%) 
28 
org 
(56%) 
6 org 
(12%) 
  
3. Wajib pajak memahami jumlah 
penerimaan pajak berasal dari 
seluruh pajak yang dibayarkan 
masyarakat 
19 
org 
(38%) 
26 
org 
(52%) 
5org 
(10%) 
  
4. Penerimaan pajak menjadi tolak 
ukur pelaksanaan pembangunan di 
daerah. 
16 
org 
(16%) 
31 
org 
(31%) 
3org 
(6%) 
  
5. Besarnya penerimaan pajak 
berpengaruh terhadap perkembangan 
pendapatan daerah. 
14 
org 
(28%) 
34 
org 
(68%) 
2org 
(4%) 
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Dari tabel diatas terlihat mayoritas responden menjawab setuju, artinya 
semua instrument yang digunakan sudah sesuai dengan kondisi yang ada di 
KPP Pratama Tebing Tinggi. 
3. Uji Validitas dan Realibilitas 
a). Uji Validitas 
Untuk mengukur validitas setiap butir pertanyaan maka digunakan teknik 
korelasi product moment, ketentuan apakah suatu butir valid atau tidak 
adalah melihat nilai probabilitas koefisien korelasinya jika r hitung lebih 
besar dari r tabel maka instrument dinyatakan valid, demikian pula jika 
instrument penelitian r hitung lebih kecil dari r tabel maka instrument 
dinyatakan tidak valid. 
Tabel IV-8 
Uji Validitas variabel X1 
No r-hitung r-tabel Status 
P1 0,687 0,273 Valid 
P2 0,596 0,273 Valid 
P3 0,471 0,273 Valid 
P4 0,638 0,273 Valid 
P5 0,666 0,273 Valid 
 
Dari tabel diatas terlihat bahwa semua nilai uji r hitung bernilai lebih 
tinggi dari pada r tabel artinya semua instrument yang di uji bernilai valid, 
dan layak untuk dilanjutkan pengujiannya. 
Tabel IV-9 
Uji Validitas variabel X2 
No r-hitung r-tabel Status 
P1 0,518 0,273 Valid 
P2 0,491 0,273 Valid 
P3 0,619 0,273 Valid 
P4 0,590 0,273 Valid 
P5 0,555 0,273 Valid 
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Dari tabel diatas terlihat bahwa semua nilai uji r hitung bernilai lebih 
tinggi dari pada r tabel artinya semua instrument yang di uji bernilai valid, 
dan layak untuk dilanjutkan pengujiannya. 
Tabel IV-10 
Uji Validitas variabel X3 
No r-hitung r-tabel Status 
P1 0,628 0,273 Valid 
P2 0,411 0,273 Valid 
P3 0,693 0,273 Valid 
P4 0,473 0,273 Valid 
P5 0,534 0,273 Valid 
 
Dari tabel diatas terlihat bahwa semua nilai uji r hitung bernilai lebih 
tinggi dari pada r tabel artinya semua instrument yang di uji bernilai valid, 
dan layak untuk dilanjutkan pengujiannya. 
Tabel IV-11 
Uji Validitas variabel Y 
No r-hitung r-tabel Status 
P1 0,682 0,273 Valid 
P2 0,623 0,273 Valid 
P3 0,693 0,273 Valid 
P4 0,788 0,273 Valid 
P5 0,524 0,273 Valid 
       
Dari tabel diatas terlihat bahwa semua nilai uji r hitung bernilai lebih 
tinggi dari pada r tabel artinya semua instrument yang di uji bernilai 
valid, dan layak untuk dilanjutkan pengujiannya. 
b) Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas memiliki berbagia nama lain seperti kepercayaan, 
kehandalan, kestabilan. Tujuan pengujian reliabilitas adalah untuk melihat 
apakah instrumen penelitian merupakan instrumen yang handal dan dapat 
dipercaya, kreteria pengujian instrumen adalah sebagai berikut : 
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1) Jika nilai koefisien reliabilitas yakni  0,60 maka instrumen memiliki 
reliabilitas yang baik. 
2) Jika nilai koefisien reabilitas yakni  0,60 maka instrumen memiliki 
reliabilitas yang kurang baik. 
 
Tabel IV-12 
 pengujian realibilitas 
Variabel reliabilitas status 
kesadaran wajib pajak 608 Reliabel 
pelayanan perpajakan 702 Reliabel 
pengetahuan wajib pajak 697 Reliabel 
penerimaan pajak 680 Reliabel 
 
Dari tabel diatas terlihat bahwa nilai untuk pengujian reliabel bernilai 
diatas 0,6 artinya semua instrument yang di gunakan layak untuk disebar ke 
responden. 
 
4. Uji Asumsi 
Sebelum melakukan pengujian regresi terlebih dahulu harus dilakukan 
pengujian asumsi  klasik analisis regresi  linier  berganda  perlu  menghindari 
penyimpangan  asumsi  klasik  supaya  tidak  timbul  masalah dalam 
penggunaan analisis  tersebut dan untuk mengetahui apakah model regresi yang 
digunakan dalam penelitian adalah model yang terbaik, uji yang digunakan 
akan dijelaskan dibawah ini. 
a). Uji Normalitas 
Cara untuk menguji normalitas adalah dengan menggunakan analisis 
grafik. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 
diagonal  atau  grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, 
maka model regresi memenuhi asumsi normalitas demikian pula sebaliknya. 
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Gambar IV-1 normalitas 
Gambar IV-1 mengindikasikan bahwa model regressi telah memenuhi 
asumsi yang telah dikemukakan sebelumnya, sehingga data dalam model 
regressi  penelitian ini cenderung normal dikarena bedasarkan gambar diatas 
distribusinya mengikuti garis diagonal. 
b. Uji Multikolineritas 
 Uji ini digunakan untuk menguji apakah pada model regressi ditemukan 
kolerasi yang kuat antar variabel independen ketentuan pengujiannya bisa 
dilihat dari tabel dibawah ini. 
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Tabel IV-13 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
Collinearity 
Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 29.088 3.561    
Kesadaran Wajib 
Pajak 
.375 .249 .165 .937 1.068 
Pelayanan 
Perpajakan 
.452 .425 .360 .907 1.103 
Pengetahuan 
wajib pajak 
.277 .217 .338 .905 1.105 
a. Dependent Variable: 
penerimaan pajak 
           
 
Dari tabel diatas bisa  Kedua  variable independent yakni  X1 , ,X2  dan ,X3  
memiliki nilai VIF dalam batas toleransi yang telah ditentukan  sehingga 
tidak terjadi multikolinearitas dalam varaibel independent penelitian ini 
karena cara yang digunakan untuk menilainya adalah dengan meilhat nilai 
faktor inflasi varian ( Variance inflasi Factor / VIF) Tolerance > 0,10 maka 
tidak terdapat multikoliniearitas. 
c. Uji Heteroskedastisitas 
Heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regressi, 
terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan yang lain. 
Jika varians residual dari suatu pengamatan yang lain tetap, maka disebut 
homokedastisitas, dan jika varians  berbeda disebut heterokedastitas. Model 
yang baik adalah tidak terjadi heterodekdasitas. 
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Gambar IV-2 Scatterplot 
 
Gambar diatas telah menunjukkan bahwa  titik-titik menyebar secara acak, 
tidak membentuk pola yang jelas teratur, serta tersebar baik diatas maupun di 
bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian “tidak terjadi 
heterokedastisitas “ pada tabel regressi. 
 
4. Pengujian Hipotesis 
a). Uji Regressi Linier Berganda 
Teknik analisis yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah teknik 
analisis regresi linier berganda untuk memperoleh gambaran yang 
menyeluruh mengenai hubungan antara variabel satu dengan variabel lain.  
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Persamaan dari model diatas adalah :  
 Y = 29,088 + 0. 375 KWP X1 + 0. 452PP X2  + 0. 277 PWPX3 
 
Model persamaan diatas bermakna. 
a. Nilai konstanta sebesar = 29,088 menunjukan variabel independen 
yaitu Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan, dan Pengetahuan 
Wajib Pajak dalam keadaan konstan tidak mengalami perubahan 
(sama dengan 0) maka akan menaikan penerimaan pajak  di KPP 
Tebing Tinggi sebesar 29,088 %. 
b. Nilai koefisien regressi Kesadaran Wajib Pajak adalah sebesar 0, 375 
menunjukan bahwa jika Kesadaran Wajib Pajak  mengalami kenaikan 
maka akan menaikkan  penerimaan pajak  di KPP Tebing Tinggi 
sebesar sebesar 3,75%. 
c. Nilai koefisien regressi Pelayanan Perpajakan adalah sebesar 0.452 
menunjukan bahwa jika Pelayanan Perpajakan mengalami kenaikan 1 
Tabel IV-14 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 29.088 3.561  8.168 .000 
Kesadaran Wajib 
Pajak 
.375 .249 .165 3.173 .002 
Pelayanan 
Perpajakan 
.452 .425 .360 4.419 .000 
Pengetahuan wajib 
pajak 
.277 .217 .338 2.371 .022 
a. Dependent Variable: 
penerimaan pajak 
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% maka akan menaikkan penerimaan pajak  di KPP Tebing Tinggi 
sebesar 4,52%. 
d. Nilai koefisien regressi Pengetahuan Wajib Pajak adalah sebesar 0. 
277 menunjukan bahwa jika Pengetahuan Wajib Pajak mengalami 
kenaikan 1 % maka akan menaikkan penerimaan pajak  di KPP 
Tebing Tinggi sebesar 2,77 %. 
b) Uji t (Uji secara parsial) 
Uji secara parsial atau uji t adalah pengujian yang dilakuan untuk 
mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, secara 
parsial (sendiri-sendiri), akan diuraikan sebagai berikut : 
Tabel IV-15  
Uji Signifikansi t (Uji Parsial) 
Variabel Tαhitung α5% t-
hitung 
t-
tabel 
Kriteria 
signifikansi 
Kesadaran Wajib pajak 0,002 0,05 3.173 2,010 Signifikan 
Pelayanan perpajakan 0,000 0,05 4.419 2,010 Signifikan 
Pengetahuan wajib pajak 0,022 0,05 2.371 2,010 Signifikan 
 
1. Nilai tαhitung < α5% yaitu 0,002  <a 0,05  dan t hitung > t tabel yaitu 
t-hitung = 3.173 > t-tabel =2,010 artinya secara parsial berarti ada 
pengaruh positif dan signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap 
Penerimaan pajak pada KPP Pratama Tebing Tinggi. 
2. Nilai tαhitung < α5% yaitu 0,000  <a 0,05  dan t hitung > t tabel yaitu 
t-hitung = 4.419> t-tabel =2,010 artinya secara parsial berarti ada 
pengaruh positif dan signifikan antara pelayanan perpajakan  terhadap 
Penerimaan pajak pada KPP Pratama Tebing Tinggi. 
3. Nilai tαhitung < α5% yaitu 0,022  <a 0,05  dan t hitung > t tabel yaitu 
t-hitung = 2.371> t-tabel =2,010 artinya secara parsial berarti ada 
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pengaruh positif dan signifikan antara pengetahuan wajib pajak terhadap 
Penerimaan pajak pada KPP Pratama Tebing Tinggi. 
c). Uji F (Uji secara simultan) 
Uji simultan dimaksudkan untuk mencari tahu hubungan antara variabel 
bebas dan terikat dengan cara menguji semua variabel bebas (bersama ) 
dengan variabel terikat kriteria pengujiannya adalah :  
Ho:       artinya kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan dan 
pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh secara simultan terhadap 
penerimaan pajak Pada KPP pratama tebing tinggi. 
Ho : ≠ 0, artinya kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan dan 
pengetahuan wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan 
pajak Pada KPP pratama tebing tinggi. 
Kriteria pengujian hipotesisnya adalah : 
a). Jika   hitung   f tabel maka Ho diterima, artinya kesadaran wajib pajak, 
pelayanan perpajakan dan pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh 
secara simultan terhadap penerimaan pajak Pada KPP pratama tebing tinggi. 
b). Jika   hitung     ftabel maka Ho ditolak, artinya kesadaran wajib pajak, 
pelayanan perpajakan dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh secara 
simultan terhadap penerimaan pajak Pada KPP pratama tebing tinggi. 
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Tabel IV-16 
ANOVA
b
 
Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 229.383 3 9.794 22.770 .000
a
 
Residual 162.637 46 3.536   
Total 192.020 49    
a. Predictors: (Constant), Pengetahuan wajib pajak, Kesadaran Wajib Pajak, 
Pelayanan Perpajakan 
b. Dependent Variable: penerimaan pajak    
 
Dari tabel diatas terlihat f hitung bernilai 22.770, untuk variabel bebas 
dengan kesalahan 5% uji 2 pihak dan dk = n-2 (50-2=48), di peroleh f 
tabel 3,19. Jika f hitung > f tabel maka didapat pengaruh yang signifikan 
antaravariabel bebas dengan variabel terikat, begitu pula sebaliknya, 
bedasarkan hasil penelitian terlihat bahwa fhitung > ftabel (22.770 > 3,19) ini 
artinya kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan dan pengetahuan 
wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap terhadap Penerimaan 
pajak pada KPP Pratama Tebing Tinggi 
Selanjutnya terlihat pula nilai probabilitas yakni sig adalah 0,000 
sedang taraf signifikan α yang ditetapkan sebelumnya adalah 0,05, maka 
nilai sig 0,000  <a 0,05, sehingga H0 di tolak ini berarti kesadaran wajib 
pajak, pelayanan perpajakan dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh 
secara simultan dan signfikan terhadap Penerimaan pajak pada KPP 
Pratama Tebing Tinggi. 
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5. Koefisien Determinasi 
Tujuan dari koefisien determinasi adalah untuk mengetahui jumlah 
besaran persentase yang dari variabel bebas dalam mempengaruhi variabel 
terikat  nilai dari koefisien determinasi ini bisa dilihat pada tabel dibawah ini 
 
Tabel IV-17 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .691
a
 .653 .598 1.88031 
a. Predictors: (Constant), Pengetahuan wajib pajak, 
Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan 
 
Cara melihat determinasi adalah dengan  melihat kolom R-square dimana 
nilai R square pada tabel diatas bernilai 0,653 atau senilai 65,3%  besaran nilai 
persentase yang mempengaruhi variabel bebas  terhadap variabel terikat 
sedangkan sisanya 34,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak di teliti  dalam 
penelitian ini. 
 
B. Pembahasan 
1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak 
Terdapat pengaruh antara kesadaran wajib pajak  terhadap penerimaan 
pajak pada KPP Pratama Tebing Tinggi t-hitung = 3.173> t-tabel =2,010. 
Selanjutnya terlihat pula nilai probabilitas yakni sig adalah 0,002 sedang taraf 
signifikan α yang ditetapkan sebelumnya adalah 0,05, maka nilai sig 0,002  <a 
0,05, sehingga H0 di tolak ini berarti ada pengaruh yang signifikan antara 
kesadaran wajib pajak terhadap Penerimaan pajak pada KPP Pratama Tebing 
Tinggi. Menurut Muliari (2010, hal 69) Kesadaran wajib pajak adalah suatu 
kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan 
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ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat 
kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban 
perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.  
Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Savira Warliana dan 
Syamsul Bahri Arifin (2016) juga menyimpulkan bahwa kesadaran wajib 
pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, yaitu jika kesadaran 
wajib pajak meningkat maka meningkat pula penerimaan pajak pada KPP 
Pratama Medan Barat. 
2. Pengaruh Pelayanan Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak 
 Terdapat pengaruh yang signifikan antara Pengetahuan wajib pajak terhadap 
Penerimaan pajak pada KPP Pratama Tebing Tinggi dilihat dari t-hitung = 
2.371> t-tabel =2,010.  Selanjutnya terlihat pula nilai probabilitas yakni sig 
adalah 0,022 sedang taraf signifikan α yang ditetapkan sebelumnya adalah 
0,05, maka nilai sig 0,022  <a 0,05,  
Menurut Pandji Santosa (2008: 55) menyebutkan pelayanan publik adalah 
pemberian jasa, baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah, 
atau pun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran 
guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat. Hasil penelitian 
yang dilakukan oleh Siska Lovihan (2016) yang menyimpulkan bahwa 
kualitas layanan berpengaruh tetapi tidak secara signifikan terhadap kemauan 
membayar pajak wajib pajak orang pribadi di Kota Tomohon. 
3. Pengaruh pengetahuan Wajib Pajak terhadap Penerimaan pajak 
 Terdapat pengaruh Pengetahuan wajib pajak terhadap Penerimaan pajak 
pada KPP Pratama Tebing Tinggi t-hitung = 2.371> t-tabel =2,010.Dan nilai 
probabilitas yakni sig adalah 0,022 sedang taraf signifikan α yang ditetapkan 
sebelumnya adalah 0,05, maka nilai sig 0,022  <a 0,05, Menurut Siska Lovihan 
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(2016) bahwa pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata 
laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha 
mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. 
Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan 
formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib 
pajak untuk membayar pajak seperti penyuluhan atau sosialisasi pajak yang 
dilakukan KP2KP Tomohon di kantor-kantor, sekolah-sekolah ataupun di 
desa-desa sekitar. 
      Penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu mendukung 
penelitian Siska (2016), menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak, 
pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan dan kualitas pelayanan 
berpengaruh secara signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Savira dan 
Arifin (2016), juga menyatakan bahwa secara parsial dan simultan kesadaran 
wajib pajak, pelayanan perpajakan dan pengetahuan wajib pajak, berpengaruh 
signifikan  terhadap penerimaan pajak. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Secara parsial terdapat pengaruh antara kesadaran wajib pajak  terhadap 
penerimaan pajak pada KPP Pratama Tebing Tinggi t-hitung = 3.173> t-
tabel =2,010. dan nilai sig 0,002  <a 0,05. Secara parsial terdapat pengaruh 
yang signifikan antara pelayanan perpajakan terhadap penerimaan pajak 
pada KPP Pratama Tebing Tinggi dilihat dari t-hitung = 4.419> t-tabel 
=0,000.  Dan nilai sig 0,022  <a 0,05. Secara parsial terdapat pengaruh 
pengetahuan wajib pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama 
Tebing Tinggi dilihat dari nilai t-hitung = 2.371> t-tabel =2,010.Dan 
nilai probabilitas yakni sig 0,022  <a 0,05. Uji secara simultan 
menunjukkan bahwa fhitung > ftabel (22.770 > 3,19) dan nilai sig 0,000 < 
0,05 ini artinya kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan dan 
pengetahuan wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap terhadap 
Penerimaan pajak pada KPP Pratama Tebing Tinggi, lalu R square pada 
tabel yangbernilai 0,653 atau senilai 65,3% besaran nilai persentase yang 
mempengaruhi variabel bebas  terhadap variabel terikat. 
Penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu 
mendukung penelitian Siska (2016), menyatakan bahwa kesadaran wajib 
pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan dan kualitas 
pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap kemauan membayar 
pajak. Savira dan Arifin (2016), juga menyatakan bahwa secara parsial 
dan simultan kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan dan 
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pengetahuan wajib pajak, berpengaruh signifikan  terhadap penerimaan 
pajak. 
B. Saran 
Pihak KPP Pratama Tebing Tinggi harusnya lebih banyak melakukan 
sosialisasi terhadap wajib pajak, karena dari angket yang disebar terdapat 
wajib pajak yang belum menyadari dan membayar kewajibannya. Di 
harapkan dengan ditingkatkan sosialisasi maka kesadaran wajib pajak juga 
semakin meningkat. KPP Pratama Tebing Tinggi perlu membuat kantor 
pelayanan kecil (gerai) yang lebih banyak, dan mudah dijangkau. Sehingga 
wajib pajak dapat lebih mudah mendapatkan pelayanan dari KPP Pratama 
Tebing Tinggi. Saran kepada peneliti lain untuk meneliti faktor lain yang 
mempengaruhi penerimaan pajak selain pengetahuan tentang pajak, karena 
dari hasil penelitian pengetahuan tentang pajak memiliki pengaruh yang kecil 
dibandingkan dengan dua variabel lain.   
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